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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALI KOTA DEPOK,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat  Daerah, yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik,
Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik
kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah
kabupaten /kota;

bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang semakin
berkembang  harus  dilakukan  peninjauan dan
penyesuaian kembali Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 30
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);


JDIH
Line


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2023 Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 194);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54);



Menetapkan

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 91
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Pasal I
Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2021 Nomor 91) Politik sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Wali Kota Depok  Nomor 30
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2023 Nomor 30) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
Kepala Badan membawahi:
1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian
terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program Anggaran dan
Keuangan;
2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan;
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik;
S. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan
Wali Kota ini.



Judul Bagian Ketiga dalam BAB III diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 9

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik kota di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,
sosial, dan  budaya, fasilitasi  pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan

Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial

Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di
wilayah kota Depok;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di
wilayah kota Depok;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di
wilayah kota Depok;



d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di
wilayah kota Depok;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika
dan sejarah kebangsaan serta ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta
fasilitasi kerukunan wumat beragama dan
penghayat kepercayaan di wilayah kota Depok;
dan

f.  pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya
yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dibantu
oleh Pejabat fungsional dan Pelaksana yang dapat
bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja
dengan mengedepankan professional, kompetensi,
dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau
keterampilan.

Setelah Bagian Ketiga dalam BAB III ditambahkan satu
Bagian yaitu Bagian Ketiga A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Ketiga A

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 10A

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik.



(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan  program Kkerja di  bidang
kewaspadaan  dini, kerjasama  intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah Kota Depok;

penyusunan bahan perumusan kebijakan di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah Kota Depok;

pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan  perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di wilayah Kota
Depok;

pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan  perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di wilayah Kota
Depok;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan = perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di wilayah  Kota
Depok;

pelaksanaan  fasilitasi forum = koordinasi
pimpinan daerah Kota Depok;

penerbitan surat keterangan penelitian dan
praktik kerja; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.



(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik dibantu oleh Pejabat fungsional dan
Pelaksana yang dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan
professional, kompetensi, dan kolaborasi
berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Pasal II
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini,
pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil,
perlengkapan dan dokumentasi untuk Bidang pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengalami
perubahan diselesaikan paling lambat Maret 2026.
Pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang
mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota
ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran
sebagaimana dimaksud pada angka 2.
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA DEPOK,
ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
ttd.

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 98
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
DEPOK NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM,
ANGGARAN DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

— — — — — —_— — — —_— —_— —_ —_ —_ —_ =

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

DAN PENANGANAN KONFLIK

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

WALI KOTA DEPOK,
ttd.

MOHAMMAD IDRIS



